
PERATURAN KEPALA DESA BANARANWETAN
NOMOR ….. TAHUN …..

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….
NOMOR …
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA 
PERENCANAAN DESA TAHUN (N+1)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….,
Menimbang 
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa Tahun 2017;
Mengingat
:
1.
Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‑undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: 
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA TAHUN (N+1).

KESATU
:
Membentuk Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa Tahun (N+1) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Desa Tahun (N+1) dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana anggaran kegiatan Musyawarah Desa;

2. Menyusun jadwal Musyawarah Desa;
3. Menyiapkan tempat Musyawarah Desa;

4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Musyawarah Desa;

5. Menyiapkan media atau bahan pembahasan Musyawarah Desa;

6. Menyusun dan menyampaikan undangan peserta Musyawarah Desa;
7. Melaksanakan pengolahan hasil Musyawarah Desa; dan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (N) serta swadaya gotong royong masyarakat.

KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
:
…….
Pada tanggal
:
…….

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.
1.
Camat …..;


2.
Kepala Desa …….;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …

NOMOR:

TANGGAL:

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA TAHUN (N+1)
SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA TAHUN (N+1)
	Kedudukan
	Nama
	Keterangan

	Penasihat
	1. …

2. …
	1. Ketua BPD

2. Kepala Desa

	Ketua
	…
	Sekretaris BPD

	Wakil Ketua
	…
	KPMD

	Sekretaris
	…
	Anggota BPD

	Bendahara
	…
	Anggota BPD

	Seksi Perlengkapan
	1. …

2. …

3. …
	Perangkat Desa/LKD/LTD

	Seksi Penyiapan Bahan dan Undangan 
	1. …

2. …

3. …
	Perangkat Desa/LKD/LTD

	Seksi Konsumsi
	1. …

2. …

3. …
	Perangkat Desa/LKD/LTD

	Seksi Keamanan
	1. …

2. …

3. …
	Perangkat Desa/LKD/LTD

	Seksi Acara dan Dokumentasi
	1. …

2. …

3. …
	Perangkat Desa/LKD/LTD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….


KECAMATAN ……


KABUPATEN PURBALINGGA 





KETUA














_________________





KETUA














_________________
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